
 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  21  TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BANYUWANGI, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat 
membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa. 

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai 
kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik 
Desa.  

c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk 
menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan 
pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah 
desa.  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438). 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578). 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593). 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan 
Usaha Milik Desa. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
Dan 

BUPATI BANYUWANGI 
 

MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN 

DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi 
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah 

kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja 
Kabupaten Banyuwangi 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
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7. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Banyuwangi. 
10. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
BPD bersama kepala desa. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes 
adalah rencana keuangan tahunan pemerinta desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan 
peraturan desa. 

13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang 
bersangkutan. 

14. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu 
badan perekonomian milik desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah 
desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal 
keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang 
dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa. 

15. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa 
yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah 

16. Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa 
dalam kabupaten Banyuwangi dan desa dalam provinsi Jawa Timur dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan 
dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan 
kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga. 

18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar 
pemerintah desa. 

 

BAB II 

BADAN USAHA MILIK DESA 

Bagian Pertama 

Pembentukan BUMDES 

Pasal 2 

(1) Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka  
meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh 
kembangkan perekonomian masyarakat desa. 

(2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 
peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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(3) BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan desa. 

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat: 
a. maksud dan tujuan;  
b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha; 
c. asas, fungsi dan jenis usaha; 
d. permodalan; 
e. kepengurusan dan organisasi; 
f. kewajiban dan hak; 
g. penetapan dan penggunaan laba. 

(5) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan 
peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat 
yang dikoordinasikan oleh camat. 

(6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berkedudukan di desa. 

 

Bagian Kedua 

Bentuk BUMDES 

Pasal 3 

Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan 
usaha desa. 

 

BAB III 

PENGELOLAAN 

Bagian Pertama 
Organisasi 

Pasal 4 

(1) Organisasi BUMDes adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya 
sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, 
bukan milik kelompok ataupun perseorangan. 

(2) Secara organisatoris struktur BUMDes terpisah dari struktur organisasi 
pemerintahan desa. 

(3) BUMDes memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
(4) Jenis kegiatan usaha BUMDes sedapat mungkin disesuaikan dengan 

perekonomian masyarakat desa setempat. 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sekurang-
kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, 
kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. 

(2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimasud dalam pasal 4 ayat (3) 
sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti 
kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, 
penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan 
dan kepailitan. 
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(3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran 
melalui rapat pengurus. 

(4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa 
dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui camat. 

 

Bagian Kedua 

Kepengurusan 

Pasal 6 

(1) Pengurus BUMDes terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional. 
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala desa. 
(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. manajer; dan 
b. kepala unit usaha. 

(4) Masa jabatan pelaksana operasional Bumdes adalah 3 (tiga) tahun. 
 

Pasal 7 

Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala 
desa atas persetujuan BPD. 

 

Bagian Ketiga 

Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUMDES 

Pasal 8 

(1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh kepala desa berdasarkan 
usulan dari BPD. 

(2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan: 
a. warga negara Indonesia asli; 
b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun; 
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel 

dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan; 
e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang 

dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum; 
f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; 
g. sehat jasmani dan rohani, berusia  minimal 20 (dua puluh) tahun dan 

setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun; 
h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga. 
 

Pasal 9 

(1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. diberhentikan. 


